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TEKNIK B}ZRACARA DIPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

*) Ika Saimima

Pe.'.se!zs.rlran dalam hzrbzmgan industrial yang biasanya terfadi yaitu perselisihan

Abstraks:

lra,{ pr)r selisifian Aepenmrgar.- perselisihan PHEK, dan perselisihan antar ser, ikat pekerja atan .
serikat bw ult dalam satu per, usairaan Gugafan IC’I rhadap perselisilian. tersebut yang dupat
.dnyz.'l.an ke pengaddan imbwrgan ma‘umra! paa’a tingkat pertama, sementara wuntuk jenis
: pemelmhan z’xq:emmgmr dan pe;se[rs:!mn aniar serikat peke: falser: rAa! buruh dalam satu

peruschaan perselisihannva dibatasi hanya di tingkat perrgad:!an hubungan industrial

tingkat pertama yang tidak dapat dimohonkan kasasi ke M4, Namun demikian, penyelesaian

perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan mengedepankan asas musyacarah

untik myfakar atan dapat dikatakan apabila terjodi perselisihan dalam fubtngan industrian

———

maka para pilak dapat mengadakan perdamaian dalam penyelesaian perselisihan di luar
pengadiian melalui negosiasi, mediasi atau konsiliasi atau arbitrase hubungan industrial,

Upaya melalui pengadilan adalah upaya terakhir,

A. Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial

Menurut Pasal 37 UU No.2 Tahun 2004, hukum acara yang berlaku di
pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada
pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam
UU ini. Hukum acara yang berlaku tersebut adalah HIR, RBg, RV, juga UU No.2
Tahun 2004 mengatur beberapa ketentuan khusus yang menyangkut hukum acara
perdata dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan ini industrial antara para pihak
sampai menempuh upaya penyelesaian melaluj pengadilan hubungan industrial pada
pengadilan negeri. Selain i, UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman,
UU No.14 Tahun 1985 tentang MA berikut perubahan dalam UU No.3 Tahun 2004,
UU No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum berikut perubahannya dalam UU No.8

Tahun 2004, yurisprudensi, doktrin ilmu pengetahuan hukum.

" Ika Saimima, 84, MM Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
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-Dalam hukum acara perdata dahenal 2 macam . kewcnangan mengadili, vakni
Ixcwenanwan mu[iakﬁcompetcnsx absoiut dan kewanannan rclahf/kompensam refatif,
' 1 Kempcntens:Absolut '

Menurut Prof DR Sud;kno Mertokusumo Lewenannan absoiut adalah badan

. puadlian ddlam memersksa Jems peri\ara tertentu yang secara mutlak tidak dpat
3-:-'5d1peu§\sa oleh badan pengadzlan 1ain batk daiam Imgkunﬂan peradtlan yang sama

'.:.":.(P\’ P l)maupun dalam penoadrlan iaan (PN PA)

[mﬂkunﬂdn peradllan umum meuurut Pasai 56 UU No2 Tahun 2004 . berwenang
memeriksa dan memutus perkara ' '
Dltmnkat pertama mengenai perselisihan hak.

a
b D;tl_ngkai__per_tama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan

o

Ditingkat pertama mengenai perselisihan PHK -
' 'd. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja
alay serikat burch-dalam suatu perusahaan.
DI luar kewenangan tersebut di atas pengadilan hubungan industrial tidak berwenang
secara 1bselu1 untuk mcme::ksa dan mengadilinya,
2. Kom [)Ltum Relatif
Merupakan lawan dari kompetensi absolut. Kewenangan refatif menyangkut
pembagian kekuasaan kehakiman, Jelasnya kompetensi relatif ini berkaitan dengan
wilayvah hukum suatu pengadilan.
3. Pengajuan gugatan
Pada asasnya UU No.2 Tahun 2004 memuat prinsip penyelesaian perselisihan
di luar pengadilan duwan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat atau
dapat  dikatakan lebih - cenderung/mendurong para pthak  untuk  mengadakan
perdamaian dalam penyelesaian perselisihan di luar pengadifan melalui negosiasi,
mediasi atau konsiliasi atau arbitrase hubungan industrial, Upaya melalui pengadilan
adalah upaya terakhir.
Apabila salah satu pihak menolak anjuran tertulis dari mediator dalam hal
peryelesaian perselisihan dilakukan dengan cara mediasi, atau apabila salah satﬁ
pihak menolak anjuran tertulis dari konsiliator dalam hal penyelesaian perselisihannya

memalui_upava konsiliasi maka pihak  vane menolalk mempunyaihak untul:

.':*.1\' mpegens] a so!ut penoadllan hubunean mdustna[ sebaoai pengad:ian i\husus ch :

iy

mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri

setempat.
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*Inisiatif mengaJuRan gugatan d;serahkan !\epada 31apa saJa yang d;rugxkan atau
dl]anﬁgar haknya B:ia t;dak ada guﬂaian maka trdak akan ada pcngadnlan yancr. _
mennadxlmya R

Guoaian yang dapat dia_;ukan ke pengadt[an hubungan mdusma! pada tmnkat

pcrtama mchpmr se]uruh _;ems persehsthan hubunﬂan mdustnal yakm perselisihan

hak perschsxhan Repentmﬂan persei:s:han PHK dan perseils:han amtar scr:kar

pa,Lcha atau scr:l\at buruh dalam s*:tu perusahaan sementara umuk JE!HS puseimhdn ey

Repcntmnan dan persehsrhan aniar seni\at pekerJa/ser:kai buruh dalam salu
perusahaan Persellsthannya dabatas: hanya d1 tmOLat pcnﬁadllan hubuunan mdustraal
tmnkat pertama yang ndak dapat d:mohonkan 1\35&5[ ke MA N

Pengajuan gugatan harus d:iampm nsalah penyelcsalan mediasi  atau
konsrhasr bila tidak dllamplr: gugatan tersebut dikembalikan oleh haklm Sementara
pennadrlan melalui arbttrase hubuncan industrial tidak dapat diajukan gugatan ke
pengadilan hubunuan mdustnal !\a:ena sifat putusannya yang bersifat final dan
mengikat para pihak yang bersclisih,

Pihak yang hendak mc.n.gajukan gugatan dapat mengajukannya secara
langsﬁng atau dapat memberikan kuasa kepada advokat. Menurut Pasal 1792 BwW
yang disebut kuasa ialah persetujuan di mana seseorang bertindak sebagai pemberi
Kuasa dan pihak fain bertindak sebagai pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi
kuasa melakukan suatu perbuatan atau tindakan.

Tidak semua orang dapat menerima kuasa atau bertindak sehagai kuasa untuk
mewakili di pengadilan. Dalam hal perselisifian hubungan industrial dan pihak pekerja
atau buruh tersebut merupakan anggota serikat pekerja atau serikat buruh, maka
serikat pekerja atau buruh tersebut dapat mewakili kepentingan pekeria atau buruh
yang menjadi anggotanya tersebut sebagai pihak di depan pengadifan.

a. Domisili hukum pekerja

Menurut Pasal §1 UU No.2 Tahun 2004 gugatan perselisihan hubungan
industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri
yang daerab hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja, artinya gugatan
bukan diajukan pada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang

daerah hukumnya meliputi kediaman lergugat atau penggugat,

YIET S

Asas-pengaluan-gugatan-dianut-oleh-HE-No -T2 0o JETES TNy Impang
dari asas actor securitor forum rei sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (Y HIR

dan Pasal 142 ayat (1) RBg UU No.2 Tahun 2004 yang mengatur hukum acaranya
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. maler

.:“'._b Teaﬂﬂan'Cr waktu dm I\adal arsa

i sendm yamT mcnyanﬂkut asas penuajuan guoazan yancf merupakan pcnylmpanaan

dam pcnnccuahan dan asas hukum acara perdata pada umumnycz

Guﬂatan yanﬂ d[a_;uian o[eh penggugai haruslah tertuhs walaupun UU No 2.

' _Tahun 2004 ttdak mcnﬂatur secara tevas dan }efas. Bﬂa kita meru_guk Pasal 118 ayat
: (}) }HR pacfa asasnya ﬂurratan berbentuk tertuhs bukan isan. Mcnurut Prof _

: Soepomo SH guaazan 1zu harus dl[Ll[lS dan éliandatanoam suta hdrus memenuhz UU _

_3 Dalam UU No.2 Tahun '.2004 pada asasnya ttdak menoenai batas waktu |

_penoajuau ﬂunatan cian Ladaluarsanya hak sescorano yang d;rumkan haknya umuk_ :

' menﬁzgul-,ﬁn ﬂuoatan di pennadxfan hubungan mdustna[

Dalam pasal 1967 BW dgeiuskan semua mntutan hak _baik .yang bersufat

i\ebendaan maupun perorangan hapus (i\ada uarsa) setclah [ampau waktu 30 tahun

-menurut pasa] 835 BW dmyatakan suatu gugatan I]E{il}_jadl kadaluarsa dalam waktu 30

tahiin: Menurut pasﬂ 57 UU No22 Tahun 2004 bahwa hukum acara yang berlaku di
pengadilan hui)unﬂan mduslna[ ‘adalah huI\um acara yanﬂ berlaku pada pengadilan di
!mﬂkunnan peradl!an umum, kecuah yang diatur secara khusus dalam UU ini,
Tengoang wai«.tu atau kadafuarsanya ‘pengajuan ﬂunatan haruslah merujuk kepada
Lctum[an paS'll 1967 dan pasal 835 BW tersebut. Dalam penyelesaian perselisihan
PH[\, (_’.LE“Elial'l pekerja atau buruh yang tidak menerima tindakan PHK oleh pengusaha
dengan alasan pekerja atau buruh meiakukan kesalahan berat atau PHK tersebut tanpa
penetapan lembaga penyefcsalan perselisiban hubungan industrial, gugatan pekerja
atau buruh tersebut hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu dalam satu
tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Bila
dalam ténggang \.vaktu s'a.tu tahun tersebut pekerja tidak menerima tindakan
pengusaha yang melakukan PHK terscbut tidak inengajukan gugatan kepada
pengusaha di pengadilan hubungan industrial, maka haknya sebagai subjek hukum
vang dapat mengajukan gugatan menjadi gugur dan kadalvarsa.®

Mengenai adanya kadaluarsa harus dikemukakan oleh pihak lawan dalam
jawabannya. Apabila kdl itu tidak dikemukakan maka kadaluarsa tidak dapat berlaku

secara otomatis dengan kata lain hakim harus tingga! diam dan ia tidak diperkenankan

2 Supomo Hukum Acara Perdate Pengadilan Negeri, Pradnya Paramitha, Jakarta. 1089, hal, 23
* Rento Wulan, Hukum Acara ?erda{a dalam Teori dan Praktek, Mandarmaju, Bandung. 1993, hal,
206
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e

unmk karena Jabatan menoatakan bahwa persoaian tersebut atau hak untuk menuntut

: teiah E\adaiu(u 'Sa.

c. Penﬂemlmilan dan penycmpurman guﬁqtan

Gw’atau diajukan oleh pcng ugat harus dl]ampln risalah pcnyelesalan melalw

:medmsx atau: konsiliasi.*Inj srfamya Jmpcranf dan merupakan !\ei\hususan hul\um

acara pcnyc-:lesa:an persehs:han mclahn pcngad:tan hubuman mdustrtal Akxbat

'hukum t;dak dtpenuhz lamptran pcnye]esaran mediasi atau kons:iaaSJ gugatan yang

: dlaJukan akan dxi\embah%\an oieh hakim i\epada pennguﬂat (pasal 83 ayat HE uuU No.2

Tahun 2004) Selam haklm berl\gwaj:ban rnemcrtksa 151 gucatan dan bila terdapat
kekurangan hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya (pasal 83
ayat (2). Dalam penyempurnaan surat’ gugatan; panitera/panitera pengganti dapat
menbanty penyusunan/menyempurnakan gucatan Untul itu panitera mencatat dalam
daftar khusus yang memuat:
s nama lengkap dan alamat atay tempat kedudukan para pih.ak.
e Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan / objek gugatan.
¢ Dokumen-dokumen, surat-surat lain vang dianggap perlu oleh penggugat
(penjelasan pasal $3 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004). Di sini seolah-olel
panitera/panitera pengganti bertindak sebagal konsultan hukum//awyer.,
Kewajiban hakim untuk memeriksa isi gugatan dan meminta penggugat untuk
menyempurnakan gugatan pada dasarnya sesuai dengan asas pengadilan membantu
pencari keadilan yang termuat dalam pasal 5 ayat 2 UU No4 tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman yang berbunyi: pengadilan membantu pencari keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainyz peradilan
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
d. Gugatan secara kolektif
Gugatan vang melebihi satu orang dapat diajukan secara kolektif dengan
memberikan kuasa khusus (pasal 84 ayat (2). Gugatan kolektif merupakan ketentuar
khusus dalam UU No.2 tahun 2004 yang tidak diatur dalam hukum acara perdata pada
wmumnya.  UU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penggugat yang lebih dari
satu gugatan secara kolektif dan kuasa khusus yang harus diberikan kepada siapa dan

dalam hal apa.

Tang eiMaksud BUgatan secara LOIektiF merupakan gugatan yang diajukan
oleh lebih dari satu penggugat, merupakan gugatan vang diajukan oleh lebih dari saty

orang penggugat, sebagai pihak yang berhak menuntut atas kerugian yang dideritanya
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'dan mcmpunyau hepent:noan langsung mengenai pokok perkara yang digugat dalam

' satu surat "U“diﬂn kolektif tersebut tidak sama dengan gugatan perwakilan kelompok

_ (cla.ss_acn_mr), maupun legal standing (hak gugat organisasi) seperti dalam sengketa
' -Ein"kunoan hidup scbauaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1997 dan dalam

_ "Fa[mn 1999 1cniantr ;Jcrhndunuan konsumen.

Sedanf’kan yang dlmai\sud siapa yang menerima. kuasa khusus dalam gugatan
I\OIGI\tlf ada%ah senkat pckerja atau buruh yang -mewakiii -anggotanya dalam
:pcrsehsxhan hubun"an mciustrlal baik d1 daiam atau di luar pengadilan ataupun bagi
'penfrusaha apabx]a hendak memberikan kuasa khusus untuk mewakiH kepentingannya,
maka yang bisa bertmdak mewakilinya adalah advokat.
e, _Pcncabt_ltan gugatan

y Penggugat dapat mencabut gugatan sebelum fergugat memberikan jawaban
manakala terggugat sudah memberikan jawaban maka harus disetujui/seijin terougat.
Ketentuan pencabutan gugatan ini diatur dalam pasal 85 ayat (1} dan (2) UU No. 2
Tahun 2004, hal ini sama seperti yang diatur dalam RV (Hukum Acara Perdata yang
bmlaku i Goloawan Eropa dan vang dipersamakan). Dengan demikian dalam
pencabuzan gugatan harus mengacu pada Hukum Acara yang terdapat dalam UU No.
2 Tahun 2004,
4. Pemeriksaan Acara Biasa

Setelah pengadilan menerima gugatan, paling lama 7 hari Ketua PN harus

sudah menetapkan majelis hakim yang terdiri atas | orang hakim sebagai Ketua
Majelis 2 orang hakim Adhoc. Susunan Majelis Hakim ditetapkan melalui penetapan
Ketua PN menurut UU Hakim Adhoc selalu tidak mempunyai kesempatan untuk
menjadi Hakim Ketua Majelis untuk membantu Ma}'elis Hakim ditunjuk secrang
Panitera pengganii yang tugasnya mencatat jalannya persidangan,
Pemeriksaan gugatan terdiri atas 2 jenis pemeriksaan yaitu dengan acara biasa dan
acara cepat, hukum acararya pun berbeda.
a. Pemanggilan Para Pihak
Setelah ada penetapan Ketua PN mengenai susunan majelis hakim paling lama

ketua majelis hakim harus sudah mengadakan sidang pertama, pemanggilan para

nihal tidals distie dalams LITI I o 401 OO
4 Ayt

CETT TGS

Dalam struktur pengadilan hubungan industrial tidak dikenal jabatan adanya juru sita

seperti yang ada di PN. Karena pengaditan hubungan industri berada difingkungan
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peradzlan umum maka pemanggllan meru_fuk pada UU No 2 Tahun 1986 berlkut
_perubahannya yang terdapat dalam UU No, 8 Tahun ’3004 o!eh karena itu
: pemang :Ean para p:hak ci;,]akukan oEeh Juru s:ta/;uru sxta pengganta yang terdapat

“ daiam struktur PN yang bersangi\utan Pemangg:ian d:sampazkan ke alamat tempat

| ":._-tmggalnya _;:ka t:d ak d:i\eiahm disampaxkan ke alamai tempat t:nmralnya jika tldaf\

' '_'-"_dil\emhm dzsampa:kan dliempat E\cdxaman terakh:mya Peman :Ean yang sah dan

o patut menurul Iiukum Acara yang berlaku sekuran"—sekmanﬂnya 3 hari sebelum

' .Sld'm“ d:mufal apab:la yanu dlpdﬂ g:i trdak ada d!lcmpat tmggainya/tempat
kedtamdn tcraidm maka _ surat ' panggilan d:_sampa:l\_an - melalui  Kepala
i\dmahan/i\adcs de:wan tanda pcncr:maan
_ Dalam iml saiah satu pzhd%/para pIhH!\ tidak dalann dalam persidangan tanpa
alasan kema m'«gelis hakun mcnclapkan darl sidang berikutnya ditetapkan selam bat-
lambauwa 7 Iﬂm i\cr;a terlmuzlﬂ sejal\ tanggal penundaan. Penundaan sidang karena
}\Cllddlxhddl’:]!] salah satu/pmd pihak paling banyak 2 kali. Hal ini merupakan
I\Llc:_nityan khusus hukum_ acara yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004,

b. gugatan gugur

Dalam_hal penggugal/ kuasanya dipanggil secara sah sekurang-kurangnya 3
hari sebelum hari.sidanﬂ tidak datang menghadap pengadilan pada sidang perundaan
terakhir maka  gugatan penggugat diangeap gugur. Walaupun dianggap ougur
penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, maksudnya sidang
pumndmn terakhir adalah penggugat tidak datang 2 kali dan pada sidang yang ketiga
(terakhir) tidak datang juga maka pada sidang ketiga tersebut gugatan yang dianjurkan
penggugat dxgug_u_rka_n. Dalam HIR diatar dalam pasal 124 HIR ketentuan HIR sama
dengan yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2604,
¢ jawaban Tergegat dan gugat rekovensi

Tergugat -mempunyai hak untuk menyanggah vang dibuat pada saat
mengajukan jawaban tangkisan (Eksepsi). Sefain itu tergugat juga mempunyai hak
untuk mengajukan gugatan balik {Gugatan Rekovensi}) Hukum Acara mengenai

gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132 a dan 132 b HIR. UU No. 2 Tahun 2004

T;(‘}‘?L’ mienaniiy-nars
C '

d. putusan sela
Menurut pasal 96 ayat (1) UU No.2 tahun 2004 hakim ketua harus segera

menjatuhkan putusar sela dalam hal pihak pengusaha yang secara nyata terbukti tidak

melaksanakan kewajibannya membayar upah serta hak-hak lainnnya yang biasa

an
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®

diterima dlch [iekerja atau buruh selama yaha bersangkutan terkena skorsing oleh
: ..pcnousaha sebelum adanya penetapan PHK pcke:ja atau . buruh yang bersangkutan.

"':'Permmtaan putusan seia dlsampaxkan pen gugat bersama—sama dengan rnateri

'ngatan dalam hukum acara perdata yanc berlaku d‘ PN putusan seta diucapkan

i Larena danya ekscp51 dari terouoat menoena: i\cwenanoan haklm dalam perfxara yang

""'__dspenksanya Menurut pasal 96 ayat (2) UU N02 tahun 2004 putusan sela dapat

_': :dga[uhkan_pada hari :tu Juna atau pada 51danﬂ !\edua Jad; sebeium ada _;awaban dari

Etcrrrncat “atan e cksepsn dar: tcrgugat putusan seia daiam persehsmhan hubungan
; f.jmdustrta] tlda!\ dapat dlajukan upaya hu]\um perlawanan Dalam hal putusan sela

sudah dlputuskan dan putusan sela tersebui Ildak dllaksanakan hakim ketua sidang
memerintahkan sita jamman dalam scbuah penetapan penﬂadtfan hubunﬂan industrial.

c. ln.wa perkara
' Mcmrrut pasal 58 uu No 2 tahui 2904 secara l\hu‘;us d:sebutl\an bahwa dalam

- 'bcracara dz pcnwadllan luzbtmvan mduslnal p:h'ii plhaix vang berperkard tidak
dikenakan i:naya termasuk biaya eksekusi vang nilal gugatannya di bawah 150 juta.
f. imi-ﬁidmigml.tc.r]m!{n l.lll.fi.ll{ umum > ) \

l\./l(.’ﬂilf.l,]l pasal 19 av.ai {13 UU No4 tahun 2004 sidang pemeriksaan di
pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum kecuali UU menentukan lain
(mls pc:ceratan teriuzup) Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo maksud asas
. .persxdangan untuk umum tidak lfain memberi perlindungan hak-hak asasi manusia
dalam bidang peradilan serta untuk menjamin obiektifitas peradilan dengan
mempenanggungiaivabkan pemeriksaan'yéng fair, tidak memihak serta putusan yang
seadil-adilnya kepada masyarakat® Manakala hakim tidak menerapkan asas ini,
menurut pasal 19 ayat (2) UU No4 tahun 2004 mempunyai akibat hukum putusan
vang dijatuhkan batal demi hukum. Asas ini juga'dianut dalam pasal 95 ayat (1) UU
No.2 tahun 2004 yvang menyatakan bahwa sidang majelis hakim terbuka untk umum
kecuali majelis hakim menctapkan tain. Mengenai kecuali majelis hakim menetapkan
lain tidak diatur dalam UU No.2 tahun 2004 (maksudnya sidang tertutup untuk umum
bila dianggap perlu tidak dijelaskan dalam UU). Ini bertentangan dengan pasal 19 ayat
{13 UU No. 4 Tahun 2004 pengecualian terhadap asas terbuka untuk umum harus

ditentukan oleh UU bukan oleh hakim.

¥ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogjakarta: 1988, hai,
11-12
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putusan majelis hakim

- Menurut pasa! 20 UU No 4 tahun 2004 dtsebutkan semua putusan pengadilan
-hanya sah'dan mempunyai kekiatan hukum apabila dmcapkan dalam sidang terbuka
Luntuk umuni: Menurut pasal 103 UL’ No2 tahun 2004 ngehs haklm pengadifan
-~ hubungan industrial wa_;zb membenkan putusan dafam waktu selambat—lambamya 50
'han terlutunﬂ se_;ak ‘sidang ‘pertama.. Ul N02 tahun 2004 t:dak member:l\an sanksi
blla batas wakiu tersebut dllanfmar oleh hakim. Dalam memutus perkara tersebut
hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat. Hal inj agar putusan hakim sesvai dengan hukuwm dan
rasa keadilan masyarakat,’

“Menurut pasal 102 ayat () UU No.2 tahun 2004 putisan pengadilan
hubungan industrial harus memuat
= Kepala putusan demi keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
= Nama, jabatan, kewar ganegaraan, dempat kediaman, atau kedudukan para
pihak, ringkasan pmﬁohon/penggugat, dan jawaban termohon/teraugat vang

Jelas.

* Pertimbangan setiap bukti dan data vang diajukan dalam sidang

*  Afasan hukum vang menjadi dasar putusan

*  Amar putusan tentang sengkcla

* Hari, tanggal, putusan, nama hakim, hakim ad hoe yang memutus nama
panitera serta kKeterangan hadir tidaknya para pihak.

Tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut di atas berakibat batalnya putusan
pengadilan hubungan industrial, Sebelum dikeluarkannya puwisan hakim, para hakim
bermusyawarah untuk menentukan puiusan 1erhadap perkara vang diperiksa oleh
seluruh anggota majelis hakim dan setiap anggota berhak menentukan pendapatnya
masing-masing, Rapat hakim ini bersifat rahasia (pasal 18 avat (3) UU No.4 tahun
2004. Dalam hal para hakim tidak mencapai mufakat, pendapat hakim yang berbeda
wajib dimuat dalam putusan. Pendapat hakim yang berbeda ini disebut disenting
opinion/ mirority oponion. Azas ini yang termuat dalam UU No.4 tahun 2004 harus

diterapkan dalam persidangan pengadilan hubunean industria’

Dalam hal salah satu pihak tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan,

menurut pasal 101 ayat (2) UU No.2 tahun 2004, ketua majelis hakim memerintahkan

* Lihat pasal 28 ayat (1) UL No.4 sahun 2004 dan penjclasanaya,
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. 'Repad.a paéitera pengganti untuk menyampaikan pembemahuan putusan kepada pihak
' yang t:dak hachr pafmﬂ lama tujuh hari seteiah dxbacakan putusan haklm

b, putusan y:mﬁ dapat dxjaiankan leb;h dailulu

o _lmkum acara yanﬂ mengatur putusan yang: dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer

S baar. b: voeraad) terdapat dalam pasai 180 ayat (1) HIR dan pasal 19 ayat (1) RBg.

.'__'Hal\lm tidak boleh memermiahkan putusan yang. dapat dl}alankan lebih.dahuly tanpa

adanya pcrmohonan dar: pxhaL yang berperkara Pe[aksanaan lebih dahuiu dari suatu
- pulusan mt voer baar b[_] vocraad harus memenuhn svarat—svarat yang tercantum dalam
_pasal 180 HIR (191 RBg) yaitu : '
' '_=: apabila ada surat yang sah’
- apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian
..® . apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

= dalam persclisihan hak fnilik(’

. Dalam perselisihan hubungan industrial melalui pengaditan putusan wir voer
 baar by voeraad diatur khusus dalam pasal 108 UU No.2 tahun 2004 (ketua majelis
hakim pengadilan hubungan industrial dapar mengeluarkan putusan yang dapat
dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. UU
No.2 tahun 2004 tidak mengatar syarat-syarainya. Denvan demikian, pasal 180 ayat
(13 HIR dapat dijadikan dasar bagi pengadifen hubupgan industrial dalam
memberikan putusan it veer baar bij voeraad.
5. pemeriksaan acara eepat

Dalam — pemeriksaan di pengadilan hubungan industrial dikenal juga
pemeriksaan dengan acara cepat, di mana pemeriksaan cepat berbeda datam segala hal
dengan acara biasa. Menurut pasal 98 avat (1) UU No.2 tahun 2004 pemeriksaan
cepal baru dapat dilaksanakan apabila terdapat kepentingan para pihak dan/ atau salah
satu pihak yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan
permohonan dari vang berkepentingan, para pihak dar/atau salah satu pihak dapat
memohonr kepada pengadilan hubungan industrial supava pemeriksaan sengketa
dipercepat. Mengenai kepentingan yang mendesak tidak dijelaskan lebih rinci dalam

UU No.2 tahun 2004. Hal ini dapat menimbulkan beberapa penafsiran dalam

penerapan hukum acara pemeriksaan dengan acara cepat ini. Menurut saya

kepentingan mendeszk antara lain dalam hal adahya sengketa PHK atau tertundanya

¢ Sudikno Mertokusumo, op cit. hal 43
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i pembayaran upah atau Jamman keiangsungan usaha penousaha Ha! -hal tersebut dapat :

3 {duadal\an afasan untuk mengajukan pennohonan pemerlksaan dengan acara’ cepat‘

Dalam wai;tu 7 han i\er_]a seteiah datenmanya permohonan tersebut Ketua PN:

g :mcn"cluarkan penetapan tentanﬂ d:kabuikannya permohonan tersebut penetapan o

kema PN l!d'ﬂ\ dapat dmunakan ‘upaya- hukum bazk pcriawanan maupun kasasi,

> .-'::':.Daiam hal pennohonan pemeraksaan acara cepat d;kabuikan ma!\a Ketua’ PN dalam
"=.'.'::\\'a}\tu o har: Ler_;a sete]ah d:ke!uarkanya penetapan tersebut menentufxan ma;cl:s' .

hakrm han Eenmpat ‘dan- wai\lu suiang tanpa melalui prosc:dur ‘pemeriksaan. UU No.

2 Tabun 2004 tidak menjelaskan lebih- lanjut mengenai® !\e{cntuazr ‘tanpa melalui - -

‘prosedur. pcmcr:ksaan namun dapat ditafsirkan bahwa a yang dimaksud dcnn'm tlanpa

melalui- prosedur “pemeriksaan® adalah prosedur “memeriksa “isi gugalan yang
merupakan kewajiban hakim menurut pasal 83 ayat | U No.' 2 Tahun 2004 hakim
vang memeriksa acara cepat terdiri dari hakim ketua dan 2 oran'g hakim Adhoc, bulkan
hakim tungeal, '
Tenggang Wakiu Pemeriksaan

Tenggang waktu vang diberikan uniuk jawaban dan pembuktian kedua belah
pikak masing-masing tidak melebihi 14 hari kerja. Pada asasnya pemeriksaan dalam
persidangan di pengadilan hubungan industrial ditentakan waklunya, tidak boleh lebih
dari 50 hari terhitung sejak sidang pertama sampai adanya putusan.

6. Pembulktian dan alat-Alat Bukt

Bukti atau - pembuktian menurut bahasa adalah perbuatan membuktikan
sesuatu hal (peristiwa dan scbagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran
sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya)’

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa  atau fakta-fakta perlu adanva
pembuktian jadi untuk membuktikan suatu peristiwa ata fakia hukum maka harus ada
acara pembuktian mengenai kebenaran adanya hubungan diantara para pihak. Bila
satu pihak mendalilkan bahwa pihak tersebut telah memutuskan hubungar kerjanya
dengan pihak lain, maka peristiwa PHK ituiaﬁ yang harus dibuktikan kebenarannya.
Pembuktian merupakan puncak inti dari pemeriksaan suatu perkara sebelum

pengadilan memberikan putusan secara adil dan Jair serta tidak memihak ofeh

Karenanya untuk menjatuhkan putusan yang adil hakim dituntut untuk memperhatikan
kebenaran dalil-dalil dan bulti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga

terhindar dari adanya peradilan yang sesat.

T WIS, Purwadarminte, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 160
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Asas pembuktian dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil

. a_ﬁin}’a: _k?H?d.a'_PFQSes _mencari. kebenaran  formil atas suatu peristiwa hukum yang
'_.diélax_ﬂi___.olgh_ -satu.. pihak -atau. para ;ﬁih__ak--_o_iéh_- karena .adanya bukti - tertentu
: .:._.._'.-?l;r:_:at_[d_pk_umgn_.tert_ulis. merupakan. hal: yang. sangat utama dalam proses mencari
-_-.:;ge_benz_t_ran'-fprmil.--Menurut pasal :163, ‘pasal 283 R.Bg, pasal 1865 BW-disebutkan

~-..:'bahwa barang.siapa menyatakan mempunyai-barang sesuatu: hak -atau menyatakan

.. suatn perbuatan untuk mempertahankan .haknya, atau untuk membantah hak orang

_ai_:li_,_f_h_ahgté_[_alj_;nel_n_bu_ktikan_ akan :l)al_;;__i_tu_a{éu adanya perbuatan itu.-Dari ketentuan
'.'_Igr.se_b__t_;_t dapat ditarik suatu asas hukum acara “siapa yang mendalifkan sesuatu, maka
dia harus membuktikan dalil it
) .Mcnurut pasal 164 HIR ada 5 macam alat bukti surat, saksi, persangkaan,
pengakuan, sumpah. Selain it ada 1 alat bukt memrut Retno Wulan yaitu
. pengetahuwan haking adalah hal atau keadaan yang diketshuinya sendiri oleh hakim
. dalam sidang misatnya hakim melihat senditi pada wakts melakukan pemeriksaan
sctempat bahwa  benar ada barang-barang penggugar  vang dirusak tergugat dan
sampai seberapa jauh kerusakannya itu *
Acara pembuktian dalam konteks perkara perseiisthan hubungan industrial,
vang berwenang menilal dan mempertimbangkan bukii-bukti vang diajukan olels para
-pihak adalah pengadilan hubungan industrial pada PN setempat. Sebagai pengadilan
tingkat pertama yang merupakan Judex Fact sementara itu MA dalam tingkat kasasi,
tidak berwenang uniuk menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan
olel para pihak.
i Bukti Surat
Pasar hukum pembuktian dengan surat terdapat dalam pasal 138,165 dan 167
HIR 164, 285, 305Rbg, Stbld 1867 No. 29 dan pasat 1867-1894 BW. Menurut pasal
165 HIR yang dimaksudkan surat terbatas hanya surat sah (akta otentik} yang dibuat
atau dihadapan pejabat umur yang berkuasa membuatnya dan bisa memberikan bukti
hepada para pihak, Namun dengan Ordonamtie tanggal 14 Maret 1867 (Stbid 1847
No. 29) surat-surat dibawah tangan vang dibuat diantara pihak-pthak ybs bisa

dijadikan bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian didepan sidang pengadilan.

¥ Remo Wulan, Op.cit. hal, 61
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Sudlkno Mertokusumo mengklaSif ka51kan surat sebaga: alat buiti tertulxs dibagl 2
:.:_surat yang mempakan akta dan surat-surat ]amnya yang bukan akta, akata dibagl 2

s akta otentik dan d;bawah tangan.”

- Akta otentik mlsalnya yang dabuat oleh pegawai kantor catatan sapxi notaris,

akta perkawman akta kelahiran. Akta notaris,. akta Jual beli, akta hibah (merupakan
.. alat bukti Yang sempurna yang tldak memerlukan pcmbuktlan dengan alat bukti iam)

-Akta dlbawah tangan contohnya surat pergan_nan surat pemyataan (pembuktxannya

diperlukan dengan alat bukti Iamnya/d:serahkan pada pert:mbangan hak:m kecnali-

pihak lawan menﬂakmnya)

. Selain itu ada surat biasa dzatur dasar pasa! 1879 BW (Buku reg:ster catatan harian,
. tanda terima dan sebagainya) kekuatan pembuktiannya diserahkan pada hakim bukti

.surat yang diajukan kedepan hakim haruslah yang asii bukan fotokepi.

Menurut yurisprudensi fotokopi baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila
fotocopy tersebut disertaj keteraz;gan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana
ternyata bahwa fotokopi tersebut - sesuai dengan aslinya (Putusan. MA No.
701/SIP/1974 Tanggal 1 April 1976). Selain itu bukti surat yang hendak diajukan
kedepan sidang hubungan industrial dalam acara pembuktian, sesuai dengan PP No.
24 Tahun 2000 tentang perubszhan tarif Bea Materai jo UU No. 13 Tahun 1985
tentang Bea Materai maka para pihak vang hendak memajukan bukti amat harus
membubuhkan materai 6000,- diatas fotccopy bukti surat tersebut.

b. Bukti Saksi

Menurut Sudikno Mertokusumo kesaksian adalah kepastian yang diserahkan
kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh yang bukan salah satu pihak dalam
perkara yang dipanggil kepersidangan . !

Mengenai kesaksian yang diberikan oleh saksi harus lisan bukan tertulis.
Mengenai alat bukti salsi diatur dalam pasal 135-152, 168-172 HIR, 165-179 RBG
dan pasal 1902-1912 BW. '

Menurut pasal 171 HIR seorang saksi harus mengetahui sendiri, mengalami
sendiri dan mendengar sendiri, mengenal peristiwa hukum yang diketahuinya. -

Keterangan seorang saksi yang didengar dari orang lain bukanlah keterangan saksi.

Saksi yang diajukan minimal harus dva orang, karena satu saksi dianggap bukan saksi

(Unus Testis Nullus Testis), Keterangan seseorang mengenai penilaianfasumsi seputar

* Sudikno Mertokusume, Op.eit. hal, 116
" Ibid. hal. 128

Jumal Kajian fimiah Lembaga Penelfiian Ubhara Jaya Vol. 7 no. 3 tahun 2006 307




.perlstxwa hu u”' 'ano manjad semketa bukaniah L.esaks:an me!ami\an disebut

_ kéteranﬂan seorang ahh yanrr d:periukan untuk membantu hakzm dalam menilai

"perzst;wa yantr d:senoketakan ' '_ _ . :
'Menurut pasal 145 ayat (I) HIR yana t:dak blsa dldennar keterannannya

.dcnnan sebaga: saks: ada]ah

dan salah sam plhak menurut keteranﬂan "ar:s iurus

wa!aupun sudah berceral

. '-'Orang gila wa{aupun kadanﬂ—kaéanﬂ mﬂatamyﬁ terano '

' Terhadap Le!uarga sedamh/semenda dalam perkara yan"' ‘menyangkut

: 'perJan}tan kerJa HIR membenl\an pcnuecuai:an denaan mémper bolehkan saksi-saksi
: ' tersebut umuk mcmbcrtkan I\etcranﬂan tanpa ada {aranﬂan sebaﬂaxmana dsamr dalam
"fpasqlmaayat(;)ﬁm ORI
‘Datam hukum ‘Acara Perdata pada azasnya hakam tidak diwajibkan dan tidak
boleh dtpaksa mempercayai saksi dan keterangan-keterangannya yang telah diberikan
"dldepan s;danﬂ denﬂan d:bawah sumpah kar{ana yang !]]Cﬂjﬂdl tolak ukur atau aiat-
':'alal buktx vanﬂ utama adalah bukti-bukti tertulis. ' '
Dalam acara pc:sc]:sman imbun"an industrial menurut pasal 90 UU No.2
‘tahun 2004 ‘majelis hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir
dipersidangan guna diminta dan di dengar keterangannya. Setiap orang yang menjadi
saksi ataw saksi ahli wajib memenuhi panggilan dan memberikan kesaksiannya di
' bawah suinpah. Manakala sebraug saksi berkaitan dengan jabatannya harus menjaga
- “kerahasiaaﬁnya maka harus ditempuh prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam
'UU. Bila merujuk pada pasal 146 HIR maka orang yang karena martabat dan
jabatannya tersebut sebenarnya mempunyai hak ingkar untuk dibebaskan dari
kc\\'ajibannya untuk memberikan kesaksian.
c. persangkaan
Menurut pasal 173 HIR persangkaan-persangkaan saja yang tidak berdasar
" atas alasan swatu UU yang sungguh-sungguh hanya boleh diperhatikan hakim dalam
‘menjatuhkan putusan jika persangkaan-persangkaan itu penting, teliti, dan bersetuju

satu dengan lainnva, Pada hakikatnva persanckaan bukanlah alat hulkdi vang berdiri

sendiri melainkan alat bukti yang bersifat tak langsung. Para ahli berpandangan
persangkaan itu sesungguhnya bukan alat bukti karena yang dipakai sebagai alat bukti

adalah alat bukti lainnya bukan persangkaan ite sendiri. ltulah sebenarnya
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i persén'gka_aﬁ ‘sering disebut sebagai alat bukti yang tidak berdiri sendiri atau bersifat

-'-tak Jangsung. Persangkaan -'-sebagai alat - bukti merup'akan- wewenang ‘hakim  yang
s memenhsa perkara untuk -melakukan persancrkaan Dengan kata lain menjadx

perbandmﬁan untuk mencari kesesualan dengan alat buktu sebeiumnya yang diajukan

: -.:.para p:hak yang berperkara. Persangkaan adalah kes:mpuian yang ditarik dari suatu

-.:';penstawa yang telah d:anagap terbuktl atau pemsnwa yanw dakenal ke arzh suatu

' -..._-.perast:wa yana beium terbu!\n yang menarli\ Lesnmpulan ity adaiah haklm

Pcrsanﬂkaan dalam pasaf 246 ayat (1) HIR dapat dasamaka dencan alat buktl

i '_r.pet_muuk diaam. pembuktian acara pidana sebagaitnana diatur dalam pasal-184 ayat (1)

KUHAP. Yang dimaksud petunjuk menurut KUHAP: perbuatan, kejadian (keadaan,

- yane-kaerna persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan

tindak pidana itu sendiri, menandakan bah_w_a tclah terjadi suatu tindak pidana dan

- siapa pelakunya.

-d. pengakuan

Menurut pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan menjadi bukti yang cukup
untuk ‘memberatkan orang vang mengaku ity baik diucapkan sﬁndiri maupun
diucapkan oleh yang dikuasakan untuk melakukannya. Kekuatan pembuktian
pengakuan diserahkan pada pertimbangan hakim jika sudah ada pengakuan dari
tergugata dalam jawabannya sebenarnya tidak diperlukan [agi acara pembuktiannya.

e. bukti sumpah

Sumpah diartikan pernyataan bahwa dikatakan itu memang benar dengan
berani melakukan seswvatu yang tertentu atan berani menderita sesuatu kalau
pernvataannya itu tidak benar.”” yang menjadi alat bukti di sini adalah keterangan
salah satu pihak di bawah sumpah, bukan sumpah itu sendiri yang menjadi alat bukti.
Sumpah diatur dalam pasal 155-158 dan 177 HIR, pasal 182-185, 314 RBg, pasal
1929-1945 BW.

6. Pemertksaan di tingkat kasasi
a. upaya hukum para pihak
Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus dilingkungan
peradilan umum dan karena kekhususannya pula hukum acara yang berlaku dalam

beberapa hal hersifar khusus pula. Dalam hukum acara vane terdapat dalam UU

No.2 tahun 2004 tidzk dikenal adanya struktur Tingkat banding. Menurut pasal

110 UU No.2 tahun 2004 putusan pengadilan hubungan industrial pada PN akan

* Retnowulan, op cit. hal 77
¥ W 18 Poerwadaminta, op cit, hat 973
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mempunyal kekuatan hukum yang tetap apab:la t;dak daa_;ukan kasam ke MA

:dalam wakm selambat»iambatnya 14 har: l\erja terhltung
_ Bafn pzhak yancr hadxr terh:tung se_]ak putusan dlbacakan da!am s:dang Majelis

"Hakfm' L lE R
_:::Bao: pahat\ yanrr ttdak hadxr terh:tung SC_]ak tanuga! pembentahuan putusan.

' "'UU No 2'tahun 2004 membataSi upaya hukum ianEiSi hanya dapat d:mmtakan

tcrh dap putusan penfvadllan hubuncan mdustna] dstuwkat pertama menoena:
_ perse[151han hak dan perselzsxhan PHK Mentrenal putusan persehsthan !\cpentmﬂan
b ":chn persciis:han antar serikat pci\ea a atau buruh daiam ‘suatu perusahaan, tidak dapat
. dxzempuh upaya hukuin kasaSJ Para pthakf salah satu pxhal\ vang mengajukan kasasi
) h'lrus termi:s melalui sub Lepanzteraan ‘pengadilan hubungan’ industrial pada PN

: 'setempat sub i\epam{craan Pengadiian hubu;wan industriat paling lama 14 hari keda
terhitung sejak tanggal penerimaan permochonan kasasi harus sudah menyampaikan
berkas perkara kepada ketua MA. Dalam kasasi pihak pemohon wajib menyampaikan
'p:ul.a_l memori kasasi y.'ang. memuat alasaﬂ.«aiasan dalam waktu 14 hari setclah

' :pei'n;c'}hdnan kasasi dicatat dalam register permohonan kasasi. Alasan-alasan tersebut

" adalah suatu syarat mutlak untuk ‘dapat diterimanya kasasi tersebut. Panitera pada
.tiﬁgk:at 'pe.ﬁama' incnyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada termohaon

* kasasi dalam wak(u sclambat-lambatnya 30 hari,"

. Pihak termohon kasasi mengajukan jawaban terhadap memori kasasi kepada

_ .p:a.rﬁ_tera pengadilan Tingkat Pertama dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal
. dierimanya salinan memori kasasi. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, para
_pihak/salah satu pihak yang berperkara tidak dapat mengajukan upaya hukum luar
biasa {PK) ke MA terhadap 'pumsan pengadilan hubungan industrial jking telah
berkekuatan hukum tetap. Namun apabila ada Nofum Ne. 2 Tahun 2004 harus
memberikan pengecualian terhadap asas upaya hukum lvar biasa seperti diatur dalam

Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang MA.
" b. Tenggang waktu pemeriksaan

Menurut pasat 112 Undang-Undarg No. 2 Tahur 2004 sub Kepaniteraan Hubungan

Ehf;'llt'?:;';-’}! Anfnn—: ‘\‘rnl‘tn ne!n:r}n;l-\:ﬁ' !n%ethfv@ ;4 _iqagi r@pja ¥@i-§1gf-u::g ¥ njr)lr t-n:ﬂggal
permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas kepada ketus MA. Bila

ketentuan ini diterapkan maka akan bertentangan dengan ketentuan pasal 47 UU

= pasal 47 dan penjelasan pasal 47 UU NO.14 tahun 1983 tentang MA.
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.No 34 tahun !985 Selam bertentangan dan tumpanc tmd:h dengan ketentuan UU
No. 14 th. 1985 Ut No 2 tahun 2004 juga telah menohlianoi\an kewag:ban pemohon
kasasi wntuk mengajukan memori kasasi dan hak termohon kasas: untuk menﬂajukan
kontra memori kasasi. Padahal ketentuan pasal 114 UU No. 2 tahun 2004 mengatur
tatacara kasasi yaitu: kasasi -dilaicsanakan-.se'suai 'denaan ;perétﬁran perundang-
undangan yang berlaku. Bila kita mengacu pada i\ctentuan mt maka dalam
pcrmohonan kasasi alas pcrkara perscilsnhan hubungan mdusmal _;una ha; us mengacu
kepada ketentuan pasal 47 UU No.14 tahun I%\ u:rsebul Unmk memecahkan
persoalan hukum acara scbananu’ma dimaksud dalam p'isal l 12 UU No.2 tahun 2004
menurut saya diperlukan suatu peraturan pelaksanaan dit bawah UU, misalnya
PERMA. Untuk menjelaskan perlu tidaknya penvampaikan memori kasasi atau tidak

berikut jangka waktu bagi para pihak yang terlibat dalam permohaonan kasasi tersebut.

Menurut pasal 113 Ut No.2 tahun 2004 dalam pemeriksaan tingkat kasasi
ketwa MA menibuat ketetapan majelis hakim kasasi yang terdiri dari 1 orang hakim
agung dan 2 orang hakim ad hoc yang berwugas mengadili perkara persclisihan
hubungan industrial tingkat kasasi. Menurur pasal 113 UU vang sama penyelesaian
perselisihan hak atas PHK pada MA sclambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak
tanggal penerimaan permohonan kasasi. Artinya paling lambat 30 hari kerja scjak
tangeal pencrimaan permohonan kasasi. MA sudah memutvskan perkara kasasi

rsebut.
B. membuat gugatan

Dalam hukum acara perdata tidak diawr/dimuat ketentuan tentang contoh
membuat gugatan kecuall memuat sedikit teori tentang gugatan dan teori bagaimana

caranya beracara di pengadilan negeri. Ada dua teori cara membuat gugatan menurut

hukuny acara perdata :

V. Substantiering Theory, menyatakan bahwa gugatan i haruslah diuraikan sejarah
peristiwanya, hub kerjanya dan juga harus disebutkan teori-teorinya.
Individualisering Theory, menyatakan balwa gugatan cukup menunjukkan hub
hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus disebutkan sejarahnya.’”

o)

YR Tresna, Komentar MR, Pradya Paramita, Jakarta, 1976, hal 160.
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o Daiam praktek peradllarz di IndoneSIa, teon kedua mlIah yang laz:m dlgunakan dalam

o hai menva_jui\an gugatan Ada 10 prmsxp pokok cara membuat gugatan '

' -1. ‘cara ber{' kir dlstermkt;f BT
S dasar ik T
o3 klasifikasi hukum -
' 4. penguasaan hul\um materil
*bahasa Indonsia hukum (membahasakannya)
Posita harus sinkron cienfvan peutum
“berfikirkritis ¢
ketelitian” T e
i B, sankat padat tetapl ;
10. mencakup serta hukum acara perdata
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Peraturan Perundang-Undangan
UV No.4 Tahun 2004 tertang kelkuasaan kehakiman
UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial
HIR / RBg '
UU No.8 tahun 2004 tentang peradilan unium

¥ Sudikio Merlokusumo, op ¢it, hal 33-36.
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